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ABSTRAK 

Penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga 

ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penelitian ini melihat efektivitas dari penerapan Pasal 

480 KUHP dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri, serta bagaimana korelasi antara 

pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2002 dan aturan pidana dalam KUHP. Penelitian ini bersifat 

Kualitatif, spesifikasi dalam penilitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat 

kualitatif dan menggunakan spesifikasi analisis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan 

untuk menyediakan seteliti dengan informasi tentang keadaan, korban, atau gejala lainnya. 

Penelitian ini juga menggunakan yuridis normatif. Anggota Polri yang terbukti melakukan 

tindak pidana penadahan akan menjalani proses hukum secara normal terlebih dahulu atau 

dengan kata lain didahulukan sanski pidananya berdasarkan Pasal 480 KUHP. Bilamana telah 

melaksanakan hukuman maka selanjutnya akan melaksanakan sidang kode etik yang 

berdampak pemberhentian secara tidak hormat atau dipertahankan. Anggota Polri akan 

dihukum sesuai dengan sistem peradilan pidana di wilayah peradilan umum sesuai dengan 

tahapan peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP dan KUHP sampai putusan pengadilan 

yang memiliki kekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan setelah itu. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anggota Polri, Penadahan 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, berfokus pada pembangunan 

di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sistem publik yang mencakup 

pengembangan ilmu pengetahuan. Aspek yang cukup penting yakni adanya 

sejumlah perbaikan pada sistem hukum serta adanya pengembangan dalam sistem 

hukum, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya 

dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Indonesia merupakan negara hukum. Ini berarti 

bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus 
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berlandaskan hukum. Keberadaan negara hukum tercermin melalui lembaga 

judikatif yang bertanggung jawab dalam menegakkan aturan hukum. Negara hukum 

mengacu pada sistem yang memanfaatkan aturan hukum sebagai dasar untuk 

mengatur tindakan warga negara, sehingga mereka merasa terlindungi dan aman. 

Selain itu, negara hukum juga berupaya menciptakan keadilan dan kenyamanan bagi 

masyarakat dengan menempatkan hukum sebagai landasan kekuasaan negara. 

Hukum itu sendiri menciptakan hubungan antara berbagai subjek hukum, yang 

dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang relevan. 

Dalam Hukum itu sendiri terdapat Subjek hukum yang merupakan bagian yang 

tidak bisa dielakan dari suatu badan hukum dimana badan hukum dapat menuntut 

serta dituntut yang memikul tanggung jawab. Akibat hukum merujuk pada segala 

konsekuensi yang muncul terhadap sejumlah tindakan hukum oleh subjek hukum 

terhadap objek hukum, serta konsekuensi lain yang timbul dari peristiwa tertentu 

yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai akibat hukum. Setiap individu, pejabat, 

penguasa, serta aparatur negara, termasuk anggota Polri, harus mematuhi dan 

mengikuti hukum yang berlaku, baik dalam konteks dinas maupun di luar dinas. 

Penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab untuk menerapkan 

hukum dengan adil dan tegas. Namun, munculnya kasus-kasus di mana anggota 

Polri terlibat dalam tindak pidana, seperti penadahan, menjadi perhatian serius. 

Tindakan penadahan, yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), melibatkan penerimaan atau penyimpanan barang yang diketahui 

merupakan hasil dari tindak pidana. Situasi ini menimbulkan keraguan terhadap 

integritas anggota Polri yang seharusnya menjadi pelindung hukum, bukan 

pelanggar. 

Tindak pidana penadahan adalah tindakan seseorang yang menerima atau 

membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. 
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Penadahan ini sering kali menjadi bagian dari rantai kejahatan yang lebih luas, seperti 

pencurian, perampokan, atau korupsi. Di dalam Pasal 480 KUHP, penadahan 

dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya mendukung tindak pidana utama, 

tetapi juga memperpanjang dampak negatif dari kejahatan tersebut. Ketika seorang 

anggota Polri terlibat dalam tindakan penadahan, persoalannya tidak hanya berkaitan 

dengan pelanggaran hukum umum, tetapi juga mencederai integritas lembaga 

kepolisian dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang 

seharusnya menegakkan keadilan. 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia mengatur peran dan tanggung jawab Polri dalam menjaga ketertiban 

umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman 

kepada masyarakat. Dalam konteks ini, setiap anggota Polri diwajibkan untuk 

menjaga integritas dan moralitas, serta mematuhi hukum yang berlaku. Namun, 

ketika seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana, termasuk penadahan, 

mekanisme hukum apa yang berlaku bagi mereka? Pertanyaan ini menjadi sangat 

penting untuk dijawab agar tidak terjadi impunitas (kekebalan hukum) bagi anggota 

Polri yang melakukan tindak pidana. 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Polri memiliki 

kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua bentuk kejahatan. Tetapi, 

ketika pelaku kejahatan adalah seorang anggota Polri, tantangan lain muncul, yaitu 

adanya potensi konflik kepentingan dalam proses penyidikan. Dalam suatu 

penegakan hukum terhadap tindak pidana anggot Polri yang melakukan tindak 

pidana tersebut penegakan hukumnya harus dilakukan secara transparan, 

profesional, dan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk dari 

dalam institusi Polri itu sendiri. Penggunaan Pasal 480 KUHP sebagai dasar hukum 

untuk menjerat pelaku penadahan dari kalangan anggota Polri merupakan langkah 

hukum yang sesuai, namun perlu didukung oleh pengawasan yang ketat dalam 

pelaksanaannya. 
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Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 juga memberikan landasan hukum bagi Polri 

untuk menerapkan sanksi disiplin terhadap anggota yang melanggar aturan internal 

kepolisian. Sanksi-sanksi ini bisa berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, 

penundaan hak-hak tertentu, hingga pemecatan tidak hormat. Namun, sanksi disiplin 

tersebut tidak menggantikan sanksi pidana yang harus dihadapi oleh anggota Polri 

yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk penadahan. Artinya, anggota Polri 

yang melakukan tindak pidana penadahan harus tetap diadili melalui peradilan 

umum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 480 KUHP. 

Mekanisme proses penegakan hukum bagi siapa saja anggota Polri yang  terlibat 

dan melakukan tindak pidana juga harus bersifat transparan. Salah satu tantangan 

dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri adalah adanya potensi tekanan atau 

intervensi dari dalam institusi, yang dapat mengakibatkan proses hukum tidak 

berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, peran lembaga eksternal seperti Komisi 

Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan lembaga pengawasan lainnya menjadi sangat 

penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tidak 

diskriminatif. 

Kajian ini juga akan melihat bagaimana efektivitas dari penerapan Pasal 480 

KUHP dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri, serta bagaimana korelasi 

antara pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2002 dan aturan pidana dalam KUHP. Dalam 

beberapa kasus, ada kekhawatiran bahwa proses hukum terhadap anggota Polri yang 

melakukan tindak pidana berjalan lambat atau bahkan tidak tuntas, karena adanya 

"perlindungan" dari dalam institusi. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis secara mendalam mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri 

yang terlibat dalam tindak pidana penadahan, berdasarkan ketentuan Pasal 480 

KUHP dan Undang-Undang Kepolisian. Dengan kajian ini, diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dan 

solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas serta akuntabilitas 

anggota Polri. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi 
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bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam 

penegakan hukum di lingkungan kepolisian. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri yang 

terlibat dalam tindak pidana penadahan menurut Pasal 480 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Juncto UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Polri dalam penerapan sanksi 

pidana yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan? 

Rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan fokus yang jelas dalam 

kajian dan analisis lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap anggota Polri 

yang melakukan tindak pidana penadahan. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan spesifikasi analisis deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyediakan seteliti dengan informasi tentang 

keadaan, korban, atau gejala lainnya. Penelitian ini juga menggunakan yuridis 

normatif. Penelitian normatif digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian 

ini karena ketentuan perundang-undangan yang mengatur anggora Polri yang 

terbukti melakukan tindak pidana penadahan menjadi perhatian utama. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengertian Tindak Pidana Penadahan 

Tindak pidana yang dimana dikenal secara umum dengan perbuatan pidana 

merupakan sebuah sebutan yuridis yang didalamnya menggambarkan suatu 

perbuatan seseorang yang tidak diperbolehkan, dilarang, dan diancam pidana oleh 

aturan hukum jika di Indonesia terdapat pada peraturan perundang-undangan.  R. 

Soesilo mendefinisikan tindak pidana, juga disebut sebagai perbuatan pidana, sebagai 
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suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila 

dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam 

dengan pidana.1 Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tindak 

pidana dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran yang dilarang 

oleh hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan, dan pidana adalah tiga 

unsur yang diperlukan untuk tindak pidana, menurut Sauer yang dikenal sebagai 

Trias dalam hukum pidana.2 

Moeljatno dalam bukunya juga menyebutkan syarat yang terdiri dari 3 (tiga) 

unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana, yaitu:3 

1. Adanya perbuatan (manusia);  

2. Memenuhi rumusan Undang-undang;  

3. Bersifat melawan hukum. 

Eksistensi hukum pidana tidak bisa dielakan dalam suatu organisasi 

masyarakat. Perlu diakui bahwasannya proses penegakan pidana merupakan jalur 

terakhir yang bisa ditempuh. Eksistensinya ialah klimaks dari dari upaya yang dapat 

menegakan manusia dalam bertingkah laku agar seperti harapan dari masyarakat.4 

Pidana yang cukup dekat dengan masyarakat merupakan tindak pidana pencurian. 

Tindak pidana pencurian sendiri kerap menjadi pidana lanjutan seperti tindak pidana 

penadahan.  

Definisi dari penadahan sendiri hingga saat ini tidak ada rumusan yang 

merumuskan dengan jelas atau mendefinisikan secara resmi dan legal untuk sebuah 

pedoman bagi para ahli hukum pidana. Pendahan sendiri merupakan termasuk pada 

kejahatan terhadap harta dan benda. Para pakar hukum menegaskan bahwasannya 

 
1 Mochal. Lukman Fatahullah Rais, Tindak Pidana Perkelahian Pelajar, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 
1997, hal. 5 
2 Sudarto, Op,Cit, hal. 86 
3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 58-63 
4 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal.1. 
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tindak pidana pendahan merupakan tindakan yang amat tercela baik dilihat dari 

sudut pandang agama maupun Undang-Undang. 

Para pembuat undang-undang membahas tindak pidana terhadap harta benda 

yang melibatkan pemberian bantuan setelah kejahatan terjadi. Namun, hal ini tidak 

dapat diartikan bahwa setiap tindakan penadahan harus disertai kesimpulan bahwa 

kejahatan awal yang melibatkan barang tersebut dilakukan oleh orang lain dengan 

bantuan dari penadah. Dalam banyak kasus, penadahan lebih sering terjadi karena si 

penadah ingin mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain. 

Namun demikian, peradilan kita tetap berpegang pada prinsip bahwa kejahatan awal 

tersebut harus dilakukan oleh orang lain. Adapun tindak pidana penadahan diatur 

dalam KUHPidana  dalam Pasal 480-482.  

Unsur-unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana. Pada Pasal 

480 KUHPidana me.ngatur se .bagai be .rikut: 

1. Unsur Obje .ktif 

a. Me .mbe.li, me.nye .wa, me .nukar, me .ne.rima gadai, me.ne .rima hadiah, 

b. Untuk me.ndapat ke .untungan, 

c. Me .njual, me.nye .wakan, me .nukarkan, me.nggadai, me.ngangkut, 

me .nyimpan atau me.nye .mbunyikan, 

d. Se.suatu barang, 

e. Me .ngambil ke.untungan dari hasil pe.njualan. 

Tanda koma me .misahkan kata me .mbe .li, me.nye .wa, me .nukar, 

me .ne.rima gadai, me.ne .rima hadiah, untuk me.ndapat ke.untungan, me .njual, 

me .nye .wakan, me .nukarkan, me .nggadai, me.ngangkut, me .nyimpan atau 

me .nye .mbunyikan, dan me.ngambil ke .untungan, be.rarti tindakan te.rse .but 

me .rupakan alte.rnatif dimana ke.tika salah satu tindakan yang me .njadi 

unsur obje .ktif te.rse .but dapat dibuktikan dan me .me.nuhi unsur subje .ktifnya 
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maka orang yang me .lakukan salah satu tindakan te.rse .but te.lah me.me .nuhi 

unsur- unsur pe .nadahan. 

2. Unsur Subje .ktif: 

a. Yang dike .tahui atau se .patutnya harus diduga; 

b. Bahwa barang itu dipe .role.h dari ke.jahatan. Untuk le.bih je.lasnya, unsur 

yang pokok dari ke .jahatan pe.nadahan se .bagai be.rikut: 1) me.ngambil 

ke .untungan dari hasil se.suatu barang;2) barang yang dipe .role.h kare .na 

ke .jahatan;3) dike.tahuinya atau patut dapat disangkanya.5 

Pengertian Penegakan Hukum 

Pe .ne .gakan hukum adalah prose .s imple.me .ntasi aturan-aturan hukum yang 

be .rtujuan untuk me .njaga ke .te .rtiban, me .lindungi hak-hak individu, dan me .mastikan 

ke .adilan dalam masyarakat. Pe.ne .gakan hukum me .rupakan salah satu fungsi pe .nting 

dari ne.gara hukum, yang me .libatkan be .rbagai le.mbaga se .pe .rti ke.polisian, ke .jaksaan, 

pe .ngadilan, dan le.mbaga pe .masyarakatan. Tujuan utama dari pe.ne.gakan hukum 

adalah me.mastikan bahwa se .mua orang me .matuhi hukum yang be .rlaku, dan jika 

te.rjadi pe.langgaran, pe.laku harus diadili dan dijatuhi hukuman yang se .suai. 

Pe .ne .gakan hukum juga me .mainkan pe .ran pe.nting dalam me.me .lihara ke .te.rtiban 

umum se .rta me.nce .gah dan me.nanggulangi tindak ke.jahatan. 

Prose .s pe .ne .gakan hukum dimulai de .ngan inve.stigasi atau pe .nye .lidikan 

te.rhadap dugaan pe.langgaran hukum, yang biasanya dilakukan ole.h pihak 

ke .polisian. Dalam tahap ini, aparat pe.ne .gak hukum me .ngumpulkan bukti-bukti yang 

me .ndukung dugaan tindak pidana. Se .te.lah pe.nye .lidikan, kasus te.rse .but dise .rahkan 

ke . ke .jaksaan untuk dilakukan pe .nuntutan. Jaksa ke .mudian be .rtugas untuk 

me .mbuktikan di pe.ngadilan bahwa te .rdakwa te.lah me .lakukan tindak pidana yang 

dituduhkan be.rdasarkan bukti yang sah. Pe .ngadilan, se.bagai le .mbaga yudikatif yang 

inde.pe .nde.n, me .mutuskan be .rsalah atau tidaknya te.rdakwa be .rdasarkan fakta yang 

 
5 Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP. Alumni Bandung, 1986 hal. 82 
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disampaikan di pe.rsidangan. Apabila te .rdakwa dinyatakan be .rsalah, sanksi atau 

hukuman yang se .suai de .ngan pe .raturan pe .rundang-undangan akan dijatuhkan. 

Pe .ne .gakan hukum tidak hanya se .ke .dar me.njalankan prose .dur le.gal formal, 

te.tapi juga me .libatkan nilai-nilai ke.adilan dan pe.rlindungan hak asasi manusia. Salah 

satu prinsip dasar dalam pe.ne .gakan hukum adalah bahwa se.tiap orang harus 

dipe.rlakukan sama di de.pan hukum, tanpa diskriminasi be.rdasarkan status sosial, 

e .konomi, atau jabatan. Dalam siste.m hukum yang adil, prose.s pe .ne .gakan hukum 

harus me .mastikan adanya “ke.pastian hukum” (le.gal ce.rtainty), yang be .rarti bahwa 

se .tiap tindakan hukum me .miliki dasar yang je .las dan dapat dipre.diksi. Se .lain itu, 

hukum harus me .nce.rminkan ke.adilan substantif, di mana isi hukum itu se.ndiri adil 

dan me.mbe .rikan pe.rlindungan yang me .madai te.rhadap hak-hak individu. 

Me .skipun de .mikian, pe.ne .gakan hukum se .ring kali me .nghadapi be .rbagai 

tantangan. Di banyak ne.gara, te.rmasuk Indone.sia, masalah-masalah se.pe .rti korupsi, 

pe .nyalahgunaan ke .kuasaan, dan kurangnya inde.pe .nde.nsi le.mbaga pe .ne .gak hukum 

me .njadi hambatan utama. Korupsi di kalangan aparat pe.ne.gak hukum dapat 

me .nye .babkan tidak adanya transparansi dalam pe.nanganan kasus, se .hingga hukum 

tidak dite.gakkan de .ngan adil. Pe.nyalahgunaan we.we .nang ole.h aparat pe .ne .gak 

hukum juga dapat me .ngarah pada praktik-praktik se.pe .rti pe.me .rasan, suap, dan 

diskriminasi. Untuk me .ngatasi hal ini, dibutuhkan re.formasi ke.le .mbagaan yang 

me .ncakup pe.ningkatan profe.sionalisme ., inte.gritas, dan inde.pe .nde.nsi dari le.mbaga 

pe .ne .gak hukum, se .rta adanya pe .ngawasan yang le .bih ke .tat dari masyarakat dan 

le.mbaga-le .mbaga pe .ngawas. 

Pe .ngawasan dalam pe.ne .gakan hukum sangat pe .nting untuk me.nce .gah 

te.rjadinya pe.nyimpangan dan me .mastikan bahwa hukum dite.gakkan se .cara adil. 

Le.mbaga pe .ngawasan e .kste .rnal se.pe .rti Komisi Yudisial, Komisi Ke.polisian Nasional 

(Kompolnas), se .rta pe.ran aktif dari me .dia dan organisasi masyarakat sipil, sangat 

pe .nting dalam me .njaga akuntabilitas aparat pe .ne .gak hukum. Masyarakat dan 

Le.mbaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga be .rpe .ran be.sar dalam me .mbe.rikan kritik 
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dan saran te .rhadap jalannya prose.s hukum. De .ngan adanya pe .ngawasan yang e .fe .ktif, 

pote.nsi pe .nyalahgunaan ke .kuasaan dapat diminimalkan, dan ke.pe .rcayaan 

masyarakat te .rhadap siste.m hukum dapat dipe.rtahankan. 

Se.cara ke .se .luruhan, pe.ne.gakan hukum yang e .fe .ktif adalah fondasi dari ne.gara 

hukum yang de .mokratis. Pe .ne.gakan hukum yang adil, transparan, dan profe.sional 

akan me .nciptakan masyarakat yang le.bih te.rtib, aman, dan se.jahte.ra. Di sisi lain, 

apabila pe.ne .gakan hukum tidak be .rjalan de.ngan baik atau te .rdapat ke.tidakadilan 

dalam pe.laksanaannya, ke .pe .rcayaan masyarakat te.rhadap siste.m hukum akan 

me .nurun, yang be .rpote.nsi me .nimbulkan ke .tidakstabilan sosial. Ole.h kare .na itu, 

pe .ningkatan kualitas pe.ne .gakan hukum me .njadi age .nda yang sangat pe .nting, baik 

bagi pe.mbuat ke .bijakan, aparat pe.ne .gak hukum, maupun masyarakat se.cara 

ke .se .luruhan. 

Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Terbukti Melakukan 

Tindak Pidana Penadahan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 te.ntang Ke.polisian Ne.gara Re .publik 

Indone.sia me .ngatur me.nge .nai tugas dan tanggung jawab anggota Ke.polisian yang 

be .rtugas di se.luruh wilayah hukum Indone.sia. Me .skipun de .mikian, dalam 

praktiknya, te .rdapat kasus pe .langgaran disiplin dan ke .te.rlibatan anggota Ke .polisian 

dalam tindak pidana. Se.suai de.ngan Pasal 12 Pe .raturan Pe.me.rintah Nomor 1 Tahun 

2003 te .ntang Pe.mbe .rhe .ntian Anggota Ke.polisian Ne.gara Re .publik Indone.sia, 

te.rdapat dua tindakan yang digolongkan se .bagai tindak pidana, yaitu me.mbe .rikan 

ke .te.rangan yang tidak be.nar atau palsu saat me.ndaftar me.njadi calon anggota 

Ke.polisian, se.rta ikut se .rta dalam aktivitas yang be .rtujuan untuk me .ngubah Pancasila 

atau me.rusak NKRI. 

Tindak pidana yang dilakukan ole.h anggota Polri se.karang sudah tidak diadili 

di pe.ngadilan milite.r se .pe.rti zaman dulu, me.lainkan me.lalui pe.radilan umum, 

se .hingga tidak lagi me.ngikuti siste .m hukum milite.r. Pe .nye .le.saian hukum te .rhadap 

anggota Polri yang te.rlibat dalam tindak pidana kini be.rpe .doman pada pe .radilan 
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umum. Se.me .ntara itu, pe.langgaran disiplin yang dilakukan ole.h anggota Polri 

dise.le .saikan me.lalui me.kanisme . pe.nye .le.saian disiplin yang diatur dalam Pe .raturan 

Pe .me .rintah RI Nomor 2 Tahun 2003 te .ntang Pe .raturan Disiplin Anggota Polri se .rta 

Pe .raturan Pe.me .rintah RI Nomor 3 Tahun 2003 yang me .ngatur te.knis pe .laksanaan 

pe .radilan umum bagi anggota Polri. 

Pe .ne .gakan hukum pada tahapan pe .radilan pidana bagi anggota Polri pada 

dasarnya dilakukan se .suai de.ngan hukum acara yang be .rlaku, mirip de.ngan prose .s 

pe .radilan umum. Namun, ada pe.rbe.daan dalam hal pe.nanganan anggota Polri yang 

te.rlibat tindak pidana, khususnya te .rkait pe.ne .mpatan tahanan. Be.rdasarkan Pasal 8 

Pe .raturan Pe.me .rintah Nomor 3 Tahun 2003, anggota Polri yang me.njadi te .rsangka 

atau te.rdakwa dapat dite.mpatkan di ruang tahanan yang te.rpisah dari tahanan 

umum lainnya. Se.lain itu, se.suai Pasal 10, anggota Polri yang dijadikan te.rsangka atau 

te.rdakwa dapat dibe.rhe .ntikan se.me .ntara dari jabatannya se.jak prose .s pe .nyidikan 

dimulai hingga putusan pe.ngadilan be .rke .kuatan hukum te.tap. Hal ini be .rtujuan 

me .njaga inte.gritas prose.s hukum sambil te.tap me.mpe .rlakukan me .re.ka de .ngan layak 

se .suai aturan yang be .rlaku.  

Pe .ne .gakan hukum pada tahapan pe .nyidikan yang dilaukan ole.h Pe .nyidik 

Provos pada tindak pidana pe.nadahan yang pe .lakunya ialah anggota ke .polisian itu 

se .ndiri me.miliki ke.te.ntuan dan we .we .nang yakni be .rdasarkan Undang-Undang No. 

2 Tahun 2002 dan KUHAP. Dise .butkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002, Ke.polisian Ne.gara Re .publik Indone .sia be.rwe .nang untuk: 

a. Me .lakukan pe .nangkapan, pe .nahanan, pe .ngge .ladahan dan pe.nyitaan. 

b. Me .larang se.tiap orang me .ninggalkan atau me .masuki te .mpat kajadian 

pe .rkara untuk ke .pe .ntingan pe.nyidikan. 

c. Me .mbawa dan me .nghadapkan orang ke .pada pe .nyidik dalam rangka 

pe .nyidikan. 

d. Me .nyuruh be .rhe.nti orang yang dicurigai dan me.nanyakan se .rta me .me.riksa 

tanda pe.nge .nal diri. 
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e. Me .manggil orang untuk dide.ngar dan dipe.riksa se .bagai te .rsangka atau saksi. 

f. Me .lakukan pe .me.riksaan dan pe .nyitaan surat. 

g. Me .ndatangkan orang ahli yang dipe.rlukan dalam hubungan de.ngan 

pe .me .riksaan pe.rkara. 

h. Me .ngadakan pe .nghe .ntian pe.nyidikan. 

i. Me .nye .rahkan be.rkas pe .rkara ke .pada pe .nase .hat hukum. 

j. Me .ngajukan pe .rmintaan se.cara langsung ke .pada pe .jabat imigrasi yang 

be .rwe.nang di te.mpat pe .me.riksaan imigrasi dalam ke.adaan me.nde.sak atau 

me .ndadak untuk me .nce .gah dan me .nangkal orang yang disangka me .lakukan 

tindak pidana. 

k. Me .mbe.ri pe .tunjuk dan bantuan pe .nyidikan ke .pada PPNS se .rta me.ne .rima 

hal-hal pe.nyidikan PPNS untuk dise.rahkan ke .pada pe .nuntut umum dan, 

l. Me .ngadakan tindakan lain me.nurut hukum yang be .rtanggung jawab. 

Me .nurut Pasal 16, ke.te .ntuan ini be .rlaku bagi anggota ke.polisian yang 

me .lakukan pe .langgaran atau tindak pidana. Ini juga me.ncakup tugas pe .nyidik yang 

be .rhubungan de .ngan masyarakat umum. Se .lain itu, Pasal 4 Pe .raturan Pe .me.rintah 

Nomor 2 Tahun 2003 me .ngatur bahwa pe .nyidikan te.rhadap anggota Ke .polisian 

Ne .gara Re .publik Indone.sia yang te .rlibat dalam tindak pidana dilakukan ole .h 

pe .nyidik se.suai de.ngan ke .te.ntuan yang be .rlaku dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana di lingkungan pe .radilan umum. Se.lama prose .s pe .nyidikan 

te.rhadap anggota ke .polisian, pe.me .riksaan harus me .libatkan pe .jabat yang be .rpangkat 

minimal satu tingkat le.bih tinggi dari anggota yang se .dang dipe .riksa. Pasal 7 

Pe .raturan Pe.me.rintah Nomor 3 Tahun 2003 te.ntang Pe .laksanaan Te.knis Institusional 

Pe .radilan Umum bagi anggota Polri juga me .ngatur hal ini de.ngan le.bih rinci.  

Pe .nyidikan te.rhadap anggota Ke.polisian Ne.gara Re.publik Indone.sia yang 

me .lakukan tindak pidana te.rte.ntu dilakukan ole.h pe .nyidik Ke.polisian Ne .gara 

Re .publik Indone.sia ke .cuali dalam hal: 
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a. Pe .nyidik Ke.polisian Ne.gara Re.publik Indone.sia me.nganggap pe .rlu untuk 

me .limpahkan ke.pada pe .nyidik tindak pidana te.rte.ntu. 

b. Dite.ntukan se .cara khusus dalam pe .raturan pe .rundang-undangan. 

2. Dalam hal te.rjadi se.bagaimana dimaksud dalam ayat (1) be.rupa pe.nyidikan 

dilakukan ole.h Pe .nyidik Pe .gawai Ne.ge .ri Sipil. 

Me .nurut buku pe.tunjuk yang dipublikasikan ole.h Polri dalam Dire.ktorat 

Pe .rsonal Polri tahun 1988 di poin 3 huruf dike.mukakan jika fungsi provos tidak hanya 

me .miliki pe.ran pe .ne.gak hukum, disiplin dan tata te.rtib me.lainkan pe.ran se .rta fungsi 

yang sama pe .ntingnya yakni me .ne .gakan hukum bagi anggota polri itu se .ndiri yang 

diduga te.lah me.lakukan pe .rbuatan pidana. Prose.s pe .midanaan bagi anggota 

ke .polisian bilamana te.rbukti di awal pe .nye .le.dikan se .bagai pe .laku tindak pidana 

yakni harus me .ngkuti prose .dur siste.m pe .radilan pidana te.rle.bih dahulu. Anggota 

te.rse .but dise .rahkan ke .pada Satuan Re .se .rse . Kriminal Umum untuk me .njalani 

pe .nahanan dan prose.s hukum, mulai dari pe.nyidikan hingga pe .ngadilan, guna 

me .ndapatkan ke .pastian hukum. Be .rdasarkan Pasal 20 KUHAP, pe .nahanan dilakukan 

de.mi ke .pe .ntingan pe.nyidikan, pe.nuntutan, dan pe.me .riksaan ole.h hakim. Jaksa 

pe .nuntut umum dan hakim be.rwe.nang me .lakukan pe .nahanan se.suai ke .butuhan 

prose .s hukum. 

Jika te.rbukti me .lakukan tindak pidana, se .pe .rti pe.nipuan atau pe .langgaran kode. 

e .tik, anggota Polri harus me .mpe .rtanggungjawabkan pe .rbuatannya se .suai siste.m 

pe .radilan pidana. Pasal 2 hingga 5, Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP me.ne .gaskan bahwa 

"barang siapa" me .ngacu pada se .tiap orang yang tunduk pada hukum, te .rmasuk 

aparat pe.ne .gak hukum yang masih aktif, yang dapat dimintai pe.rtanggungjawaban 

atas pe .rbuatannya. De .ngan de.mikian, anggota Polri diprose.s se .pe .rti subje.k hukum 

lainnya tanpa pe .nge .cualian.  

Ke.pe .rcayaan masyarakat te .rhadap aparat pe.ne .gak hukum di Indone .sia sangat 

be .rgantung pada bagaimana anggota ke .polisian me.njalankan tugas dan 

we .we .nangnya dalam me .njaga ke .amanan dan ke .te .rtiban, me .ne.gakkan hukum, se .rta 
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me .mbe .rikan pe.rlindungan dan pe.ngayoman ke .pada masyarakat. Se.lain itu, 

ke .polisian juga diharapkan me.nciptakan lingkungan yang aman, te .rtib, dan lancar, 

baik di dalam maupun di luar institusi. Namun, ada se .jumlah tantangan yang 

dihadapi dalam me.mpe .rtahankan citra profe.sionalisme., transparansi, dan 

akuntabilitas ke .polisian. Salah satu hambatan te.rbe .sar adalah ke .patuhan te .rhadap 

kode . e.tik yang me.ngatur pe.rilaku anggota ke .polisian dalam ke.hidupan se .hari-hari. 

Se.tiap anggota Polri harus me .nyadari nilai luhur dari profe.sinya se .bagai pe .ne .gak 

hukum. Jika se .tiap individu dalam institusi ke.polisian me.miliki ke.sadaran untuk 

me .njaga ke .hormatan dan martabatnya, maka pe .langgaran disiplin dan tindak pidana 

akan ce .nde.rung me .nurun atau dapat diminimalkan. Ole.h kare .na itu, sanksi yang 

dite.rapkan ke .pada anggota Polda Jambi harus didasarkan pada putusan pe.ngadilan 

yang sudah me .miliki ke .kuatan hukum te .tap. Se.te.lah putusan te .rse.but dite .tapkan, 

baru pimpinan dapat me.njatuhkan sanksi me .lalui Sidang Komisi Kode. E.tik. 

Polisi yang te .rkait kasus tindak pidana pe.nadahan dan te .rbukti akan 

tuduhannya maka dapat dipastikan akan sidang kode. e .tik yang be .rupa 

pe .mbe .rhe.ntian tidak hormat atas pe.langgaran yang dipe.rbuat.  Dilihat dalam Pasal 

12 ayat (1)  huruf a PP No. 1 Tahun 2003 te.ntang Pe .mbe.rhe .ntian Anggota Ke .polisian 

Ne .gara Re.publik Indone.sia maka anggota Polro yang te.rbukti me.lakukan tindak 

pidana te.rancam dibe.rhe.ntikan tidak hormat, dite.rangkan se .bagai be .rikut: 

Pasal 12 

(1) Anggota Ke.polisian Ne.gara Re.publik Indone.sia dibe.rhe.ntikan tidak 

de.ngan hormat dari dinas Ke.polisian Ne .gara Re .publik Indone.sia apabila: 

a. dipidana pe.njara be.rdasarkan putusan pe .ngadilan yang te.lah 

me .mpunyai ke.kuatan hukum te.tap dan me.nurut pe.rtimbangan pe.jabat 

yang be .rwe .nang tidak dapat dipe.rtahankan untuk te .tap be .rada dalam 

dinas Ke.polisian Ne.gara Re .publik Indone.sia; 
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b. dike.tahui ke.mudian me.mbe .rikan ke .te.rangan palsu dan/atau tidak 

be .nar pada saat me .ndaftarkan diri se .bagai calon anggota Ke.polisian 

Ne .gara Re .publik Indone.sia; 

c. me .lakukan usaha atau ke .giatan yang nyata-nyata be .rtujuan me.ngubah 

Pancasila, te.rlibat dalam ge.rakan, atau me.lakukan ke .giatan yang 

me .ne.ntang ne.gara dan/atau Pe.me .rintah Re.publik Indone.sia se .cara 

tidak sah. 

Ole.h kare .na itu, jika se .orang polisi te.lah dihukum be.rdasarkan putusan 

pe .ngadilan, dia baru dapat dibe.rhe.ntikan de.ngan tidak hormat apabila, me .nurut 

pe .jabat yang be .rwe .nang, dia tidak dapat dipe.rtahankan untuk te.tap be .rada dalam 

dinas ke .polisian. 

Prose .s Prose .s pe .ne .gakan sanksi disiplin dimulai se .te.lah pe .tugas ke .polisian 

me .njalani hukuman pidana yang te.lah diputuskan ole.h pe.ngadilan umum, ke .mudian 

me .laporkan ke .pada ke .satuan te .rkait bahwa individu te.rse.but te .lah me .njalani 

putusan pe .ngadilan. Se.te .lah itu, atasan yang be .rwe.nang akan me .nugaskan pe .rsone.l 

te.rse .but ke . satuan fungsi khusus untuk me .mfasilitasi pe.ngawasan dan pe .nye .lidikan 

le.bih lanjut te.rkait pe.langgaran yang te .lah dilakukan. Tujuan dari pe.ne .gakan disiplin 

anggota Polri adalah untuk me.mbe .rikan e.fe .k je .ra ke .pada me.re.ka yang te .rlibat dalam 

pe .langgaran atau tindak pidana. Untuk me.ncapai tujuan ini, dibutuhkan upaya 

re.habilitasi dan sosialisasi yang te.rstruktur, te.re.ncana, dan be.rke.lanjutan guna 

pe .mbinaan dan pe.nyadaran pe.rsone .l Polri. 

KESIMPULAN  

1. Dalam kasus tindak pidana pe.nadahan, anggota Polri akan dihukum se .suai 

de.ngan siste .m pe .radilan pidana di wilayah pe.radilan umum se.suai de .ngan 

tahapan pe.radilan pidana yang diatur dalam KUHAP dan KUHP sampai 

putusan pe .ngadilan yang me.miliki ke .kuatan hukum te .tap di le.mbaga 

pe .masyarakatan dan se .te.lah itu. 
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2. Pe .rtanggungjawaban anggota Polri dalam pe.ne.rapan sanksi yang te .rbukti 

dalam kasus tindak pidana pe.nadahan didasarkan pada putusan pe.ngadilan 

yang te .lah me.mpunyai ke .kuatan hukum te .tap, be.rdasarkan be .rkas 

pe .me .riksaan pe .ndahuluan pimpunan se .lanjutnya diprose.s pe .langgaran 

Sidang Komisi Kode. E .tik. Be.rdasarkan Unsur-unsur yang dipe .nuhi ole .h 

pe .langgar pada Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 te .ntang 

Pe .mbe .rhe.ntian Anggota Ke.polisian Ne.gara Re .publik Indone.sia anggota 

POLRI dan Pe .raturan Ke.pala Ke.polisian Re .publik Indone.sia No. 14 Tahun 

2011 te .ntang Kode. E .tik Profe.si Ke .polisian Ne.gara Re .publik Indone .sia 

dibe.rhe.ntikan tidak hormat. 
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